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UU TNI Butuh
Pengawasan Publik

Implementasi UL TNT membutuhkan pengawasan publik. Selain itu,
agar prinsip demokrasi dan

penting pula penguatan aturan pelaksana
tertib hukum terjaga.

JAKARTA, KDMPAS — Imiplemien-
tasi sejumlah pasal pada Un-
dang-Undang Nomor 3 Tahun
2025 tentang Tentara Masional
[ndanesia membutubkan peng-
awasan publik dan transparansi
administratif, 1Pasal vang
TR I'll...l.lll.r pE"L'JlIJJ ANA (Il! ‘-'\.l
militer sclain perang ataw OM
I contohnya, tidak lagi me-
merlukan keputusan politik ne-
gard.

Demikian pula perluasan pe-
nempatan prajucit akrif di lem-
bagn sipil dan usia pensiun pra-
jurit  yang  bBertambah o jugs
membutubkan pengawasan da-
ri publik. Baru-baru i i
salnya, prajurit TNI menda-
tangi forum diskusi vang digelar
kelompoek mahasiswa di Sema-
rang, Juws Tengah, yang me-
nimbulkan kesan kampues burat
jadi wilavah tugas TINL

Menteri Sekretaris Negara
Prascovo  Hadi memastikan
bahwa UL TNI sudah ditan-
tlatangani Presiden Prabowno
Subianto. "Sudah. sudah, sebe
um lx,htlnm. l.angg.ll 7 atau 28
{Maret),™ ujarnya, Kamis
(174/2025), di Jakoota,

Dengan telah berlakunya UL
TNI hasil rewvisi itw,  peneliti
Institute  for  Sccurity  and
Strategic Studies, Khairul Fah-
sl dihubungi pads Jumat
A menyompaikon, meski-
pun undang  terselut
disebut sebagai revisi terbatas,
ruang lingkupinva cukup luas
serta menyentuh strukiorg
fungsi, dan peran TNI ke de
pan.

Pengaturan  Lugas OWMSE
contohnya, tidak lagi memoer
Iukan keputusan politik negara
Facdahal, «i dalam UL TNT se-
belumnya, mgas OMSFP harus
melalui keputusan politik ne-

gara. vakni keputusan Presiden
alangan pertimbang: K.

Walakin, Panglima TNI Jen
deral TNI Agus ‘~1||.‘m.amn da-
lam amanatny
oleh Perwira Staf Ahli ‘E‘k liI
Bidang Bantuan Kemanusiaan
Panglima TNT Mayjen (Mar)
Suberlon pada uuaL.ua di Ma
bes TN Jakarta, Kamis (17
rrer kan bahwa UTVENT ha-
=il rewvisi ing disnsusn ciu:'nmn
tetap h-erpegum., pnd.l [JTII‘I\!]T
supremasi sipil dan prinsip de-
mokrasi serta berlandaskan ha-
kum yang berlakuo,

Rewisi, lanjut Panglima TNL
juga memberikan kejelasan ba-
Lasan kewenangsn prajurit sktif
dalam menduduki jabatan sipil
sehingga tidak perlu ada ke-

khawatiran yang herlebihan,

Butuh penguatan aturan

Menurut Khairo], secara sub-
meniang

stansi UL TN baru in
tampak tidak berbah
sal-prasal dalam LT
yang bar diundangkan itu pun
tampak masih bersda dalam
bhingkai  profesionalisme  dan
supremasi sipi

Akan  tetapi.  implementasi
undanp-undang tersebul mem-
butuhkan  pengawalon dan
pengawasan publik,. Selain ite,
lanjutnya, penting pola pengg-
aton aturan  pelaksona agar
prinsip demokrasi. hak asasi
manusia (ILAM), dan tertib hu-
kum tetap terjoga

“Jika pengawasan publik le-
mah dan peraturan tarananny:a
longgar, celah  penyimpangan
letap hiss terbuks Kareno
it undang undang ini  tetap
perlu dikawal secara ketat oleh
DPR, media, dan masyarakal
sipil agar pelaksanaamya
konsisten dan tidak melenceng

dari semangat reformasi” ka-
Ry,

Dirckiur Elsclutif Amnesty
International Indonesia Usiman
Hamid juga menyorali perlu-
asan penugasan prajurit militer
aktif di jabatan sipil. Menurut
iz, dengan fmnpa mengikuli
jenjang karier aparatar sipil ne
sara (ASNY, kehadiran prajurit
mililer i jabatan sipil dikba-
wakirkan bisa menimbulkon pe-
makluman  yang. menyalahi
|1r1nh||) ]M.i'[:h:]h.’kﬂ EK_l_Jn I.I.Ifl
fungsi militer dengan sipil

Lsman  memuandang, perlu-
asan fungsi militer, seperti di-
atur dalam UL TNI yang baru,
herpolensi merambah ke dwi-
fungsi TNI Dampaknyva me-
nurut Usiman, TN mulal meng-
anggap kampus menjadi wila-
vali morcka vang berpotensi
membeawn  ancaman. Contoh-

nys, angrotas Binkars Pembina
Diesa (B"Lhmn) mendatangd fo
rum diskusi yang digelar he-
Inmpok mahasiswa i Sema-
rang.

Terkait anggota Babinsa vang
mendalang diskusi mahasiswa
itu, hJ_p"da Dinas Penerangan
THT Angkatan Darat  (Dispe-
nad) Drigadic Jenderal Wahyu
Yudhayona wmerrvebut, anggota
Hathm'-u tersebut melaksan

leritorial  (Komp,
025}
"Trengan dalih - pengawas

teritorial, ini akan mengulangi
praktik pengawnsan  teritorial
erd Orde Barne ujar Usman.

Kepentingan politis

Terkait t'||=r|53n perubahan
usia poensiun prajurit seperti di
atur dalam U NI juga mem-
peraleh sorotan, Sehab, dengan
UL TNI yvang boaru it usia
pensiun perwira tinggi bintang

empat biza diperpanjang sam-
pai usia 63 ahon dan bisa di-
porpanjang dus kali sesuai ke
bijakan presiden,

Denggan sturan ini, Kepala
Statf TNTAL (KSAL)Y Laksamana
Mubammad Adi yang lahir pada
U Aprdl 1967 tidak jadi pension
mhun lm All masih bisa men-
thun lagh ditambah
kemunpkinan Perpanjangan
dua kali satu tahuan, Kepala !:'-tn.{'
TN A (KSAID Jenderal Ma-
ruli Simanjuntak yang baru ber-
usio 55 tahw saat ind juga ma-
uih hisa menjshat delapan ta-
hun ditambah potensi perpan-
Jjongan dua tahun.

Trari hal tersebot, pengajar
FISIP UPN WVeteran Jakarta,
Jerry Indrawan, memandang,
ni ]'I(-'I'I'IPFII'H ah dlan PR me-
revisi UL THNI bukan untuk
mendorong profesionalisme

TNIL "Hlausul vang sesuai de-
ngan fujuan seperti memper
kuat TNI menghadapi ancaman
asimetris malah tidak signifikan
muncul di UL No 32025 Cua
ma  pemanis senlah-olah
concers di su ito, letapi prak-
tkrva cuma menutupi kepen
tingan palitis usia pension itu,”
ucap Jermy

Perpanjangan  usia  pensiun
ini, menurut Jerry, patut diduga
karens rezim N memper-
tahankan orang-orang keperca-
wvaannyva, Dari sini, dwifungsi
THNI gava baru bisa muncul.

Padalal, menurut Jerry, se-
rnakln imn]-&ﬂb II|~I1I lN'n. Il!ﬂ
TNIL termasuk porwica-perwi
ranya.  sckalisus  membawa
dampek pada penumpukan per-
wira tanpa jabatan  (rorgod)
Akibatnya,  anggaran  akan
membengkak untuk membeayar
gaji anggota THNI ini
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